SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Menimbang

GOALS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
yang menyatakan bahwa Rencana Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD
TPB adalah Dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di
tingkat Provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang
secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian
TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah;

. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
yang menyatakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
bertujuan untuk menjaga peningkatan Kkesejahteraan
ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas
lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan

kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya;

. bahwa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

di Indonesia diperlukan peran aktif dan dukungan di tingkat

Provinsi dalam bentuk Rencana Aksi Daerah;



Mengingat

= B

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);



Menetapkan

7.

10.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-
2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 33);

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDj Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2018-2023;

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 Nomor 40} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomti seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip



sl

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
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10.

11.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Sumatera Utara.

. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan

dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan

sumber daya secara sukarela kepada sesama dan
bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan
serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau
badan usaha baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri mnaupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable
Development  Goals vyang selanjutnya  disingkat
TPB/SDGs adalah dokumen yvang memuat tujuan dan
sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.



1,

13.

(1)

(3)

Pencapaian TPB/SDGs adalah upaya Pemerintah Daerah
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
berbagai aspek sesuai indikator TPB/SDGs meliputi
pembangunan sosial, pembangunan ekonomi,
pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum
dan tata kelola.

Rencana  Aksi  Daerah  Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (RAD TPB)/ Sustainable Development Goals
(SDGs) Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen
rencana aksi yang menjadi landasan bagi pelaksana
program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan
pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

BAB II
RENCANA AKASI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/SDGs
Pasal 2
RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan
untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman
bagi seluruh Aktor Pembangunan dalam mewujudkan
pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan
berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.
Aktor Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Filantrofi,
Pelaku Usaha, Akademisi dan Pemangku Kepentingan
lainnya.
TPB/SDGs berisi 17 (Tujuh Belas) Tujuan yang meliputi:
1. Tanpa Kemiskinan;
Tanpa Kelaparan;
Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
Pendidikan Berkualitas;
Kesetaraan Gender;
Air Bersih dan Sanitasi Layak;

Energi Bersih dan Terjangkau;
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Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
Industri, Inovasi dan Infrastruktur;

10. Berkurangnya Kesenjangan;



(2)

il

11. Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan;

12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab;

13. Penanganan Perubahan Iklim;

14. Ekosistem Lautan;

15. Ekosistem Daratan;

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang
Tangguh;

17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

BAB Il
SISTEMATIKA
Pasal 3
RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara dituangkan
dalam bentuk dokumen yang disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN
PELAKSANAAN SDGs
BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN
PENCAPAIAN TPB/SDGs
BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB V : PENUTUP
Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4
Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan RAD TPB/SDGs yang didelegasikan kepada
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tata Cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD
TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan.



BABV

PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Gubernur inj mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. |
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,

APRIL . SIREGAR

Pembina TK I (IV/b)

NIP 19690421 199003 2 003
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KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) merupakan agenda pembangunan
global yang meliputi 4 pilar, 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator, dengan
harapan mampu menjawab tantangan dan permasalahan global, dimulai pada 1
Januari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2030. Di Indonesia secara formal
TPB/SDG’s telah digulirkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkel anjutan.

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan
global seperti diamanatkan dalam Perpres tersebut, maka Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara bersama-sama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Filantropi, Organisasi Masyarakat, serta Akademisi telah menyusun Rencana Aksi
Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development
Goals (SDG’s) untuk periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang
diintegrasikan  dengan dokumen perencanaan pembangunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 — 2023.

Penyusunan RAD TPB/SDG’s Provinsi Sumatera Utara ini  selain
memperhatikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yaitu people, planet,
prosperity, peace, and partnership, serta prinsip dan semangat inklusif no one leff
behind, juga mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran dan arah kebijakan RPJPD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025; (2) Sembilan prioritas pembangunan
(Nawacita) yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; (3) RPIMD Provinsi Sumatera Utara Tahun
2013-2018; (4) RPIJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023; dan (5)
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah TPB/SDG’s membutuhkan partisipasi
dan kontribusi dari seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara yang meliputi
Pemerintah Daerah (seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara), Non-Pemerintah
yang meliputi Organisasi Masyarakat, Akademisi, Filantropi, Perusahaan/
BUMN/BUMD, lembaga kementerian vertikal yang ada di Provinsi Sumatera
Utara.

Semoga dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) ini berdampak positif terhadap
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sumatera Utara.

Medan,
Gubegur Sumatera Utara,

Efly Rahmayadi
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KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/Sustainable  Development  Goals (SDG’s) merupakan agenda
pembangunan global yang meliputi 4 p}im'-, 17 tujuan, 169 target, dan 241
indikator, dengan harapan mampu menjawab tantangan dan permasalahan
global, dimulai pada 1 Januari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2030. Di
Indonesia secara formal TPB/SDG’s telah digulirkan melalui Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahu_n 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Pembangunan Berkelanjutan.

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan
global seperti diamanatkan dalam Perpres tersebut, maka Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara bersama-sama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota
da_:a Filantropi, Organisasi Masyarakat, serta Akademisi telah menyusun

ncana Aksi Daerah Tujuan Pemhangunaﬂ Berkelanjutan (TPB)/ bu\mzans‘wm
Dey BE:)p”Ic nt Goals (SDG’s) untuk periode Tahun 2019 sampai dengan 1 Tahun
2023 vyang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan
Rencana Pembangupnan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provirnst
Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023,

Penyusunan RAD TPB/SDG’s Provinsi Sumatera Utara ini seclain
rmemperhatikan prinsip dasar pembangunan ber kelanjutan yaitu people,
planet, prosperity, peace, and partnership, serta prinsip dan semangat inklusif
no one left behind, juga mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran dan arah
kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025; {2} Sembilan
prioritas pembangunan (Nawacita] yang ada dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; (3)
RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018; (4) RPJMD Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019-2023; dan (5) Prioritas Pembangunan Provinsi
Sumatera Utara.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah TPB/SDG’s membutuhkan partisipasi dan
kontribusi dari seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara yang meliputi
Pemerintah Daecrah (seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara),
Non-Pemerintah yang meliputi Organisasi Masyarakat, Akademisi, Filantropi,
Perusahaan/ BUMN/BUMD, lembaga kementerian vertikal yang ada di
Provinsi Sumatera Utara.

Semoga dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPR)/ Sustainable Development Goals (SDG’s) ini berdampak positif terhadap
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sumatera Utara.

Medan, November 2019

Gubernur Sumatera Utara,

Edy Rahmayadi
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Sumatera Utara

Amanat dari Peraturan Presiden (Perpres)] Nomor 59 Tahun 2017
penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD}] Tujuan Pembangunan

mT3
Li

Berkelanjutan (TPB}/ Sustainable Development Goals {(SDG’s) disusun oleh
Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota serta melibatkan organisasi non-pemerintah {ormas,
filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar). Berdasarkan Perpres 59
tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengambil langkah
sebagai berikut :

a. Membentuk Tim Pelaksana TPB/SDG’s tingkat Provinsi berdasarkan
Keputusan Gubernur;

b. Melaksanakan sosialisasi TPB/SDG’s kepada; Seluruh Perangkat
daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara,
Kabupaten/Kota melalui Bappeda di seluruh Sumatera Utara, serta
terhadap Filantropi dan CSR. Sosialisasi tersebut ditujukan untuk
penyusunan RAD dan mengintegrasikan seluruh indikator
SDG’s/TPB ke dalam agenda pembangunan daerah; dan
menyelaraskan RAD TPB/SDG’s sebagai (“Wadah/Payung”} dengan
berbagai RAD yang telah ada di daerah, seperti RAD-Pangan dan
Gizi, RAD-GRK, RAD Pengentasan Kemiskinan, dli;

¢. Melaksanakan latihan teknis penyusunan matriks RAD bagi seiuruh
perangkat daerah di lingkup Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh
Bappeda Kabupaten/ Kota.

Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan ({TPB)/Sustainable Development Goals {SDG’s}, Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada prinsip dasar SDGs yaitu people,
planet, prosperity, peace, dan partnership sebagai berikut:

1. People {(Manusia), memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan
kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan
seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemamopuan
mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat;

2. Planet {Planet), melindungi planet dari degradasi termasuk pola

(o]



konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-
sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan
cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung

kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang;

3. Prosperity (Kesejahtersaan), memastikan sefuruh umat manusia
dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya,
serta kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi bherlangsung secara

harmoni dengan alam;

4, Peace {Perdamaian), memelihara masyarakat yang damai, adil dan

inklusif vang terbebas dari ketakutan dan kekerasan; dan

5. Partnership (Kemitraan), mengarahkan sarana yang diperlukan
untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk

pembangunan semangat solidaritas global (Setnas SDG'S, 2018).

Selain memperhatikan prinsip-prinsip di atas, penyusunan RAD
TPB/SDG’s Sumatera Utara, juga mengacu dan memperhatikan: (1} Sasaran
dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025; (2)
Sembilan prioritas pembangunan (Nawacita) yang ada dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019; (3) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018; {4} RPJMD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (4) Prioritas Pembangunan

Provinsi Sumatera Utara.
1.2 Keselarasan SDG’s Terhadap Misi RPUMD Sumatera Utara

Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan
tujuan Nasional, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas
pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkatan dan fungsi
pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya dengan adanya
Perpres No 59 Tahun 2017, maka diperlukan keselarasan antara indikator -
indikator SDG’s dengan perencanaan pembangunan yaitu RPJMD Provinsi
Sumatera Utara vyang tertuang dalam visi dan misi, serta prioritas
pembangunan 2019 yang disusun sebagai embrio RPJMD Provinsi Sumatera

Utara 2019-2023 sebagai berikut :

a. Agenda Prioritas Pembangunan Nasional/ Nawa Cita Pada RPJMN
2014 - 2019 diantaranya adalah :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa



b

L2

co

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara,
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya,

. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah - daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat,
dan terpercaya;

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional;

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Common Goals (CG) Pada RPJMD 2013 - 2018

1

CG 1: Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum,
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik {Good
Governance), Pelayanan Publik dan  Partisipasi

Masyarakat dalam Pembangunan (C1}, (C2}, (C4]

. CG 2: Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (C5],

(C8)

CG 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan
(C3)
CG 4 : Peningkatan Penguasaan [lmu Pengetahuarn, Penerapan

Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah (C5),{(C6),(C7)

CG 5: Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah,
Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Mendukung Daya Saing Perekonomian (C3),(C7)

CG 6 : Peningkatan Ekonomi Kerakyatan {C7)

. CG 7 : Perluasan  Kesempatan Kerja dan Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat Miskin (C5)

CG & : Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing

3



Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan (C6), (C7}

9. CG9: Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di
Daerah (C1), (C2), {C3), (C4), (C5), (C6), (C7), (C8), (C9)

¢. Prioritas Pembangunan 2019 vang Disusun Sebagai Embrio RPJMD

Provinsi Sumatera Utara 2019 - 2023

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui
penyediaan lapangan kerja;
Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;
Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan
lingkungan;

Penvediaan layanan kesehatan yang berkualitas;

4

5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan

pariwisata

Sinergi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera Utara
dengan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita),

RPJMD Sumatera Utara dan SDG’s sebagaimana Tabel 1.1



Tabel 1.1
Keselarasan Sustainable Development Goals (3DG’s) Terhadap

Misi RPJMD

Sumatera Utara

kelola pemerintahan yang
hersih, efektif, demokratis,
dan terpercaya

Keadilan, dan
Kelembagaan yang
Tangguh

Kehidupan
Beragama,
Penegakan Hukum,
Penguatan Tata
Kelola Pemerintahan
wvang Baik (Good
iGovern anca),
Pelayanan Publik
dan Partisipasi
IMasyarakat dalam
Pembangunan

1} Menghadirkan kembali [G3 : Kehidupan 1.CG1: Prigritas 1. Peningkatan
Negara untuk melindungi Sehat dan Menanggulangl Kesempatan Kerja dan
segenap bangsa dan Sejahtera. kemiskinan, berusaha melalul penyediaan
memberiltan rasa aman  |G10 : Berkurangnva |Penvandang Masalahllapangan kerja |
kepada seluruh warga Kesenjangan. |kescjahteraan Sosial '
Negara. G 16 : Perdamaaian, dan Keamainan;

Keadilan, dan

Kelembagaan

yang Tangguh.

G17 @ Kemitraan

untuk Mencapai ]

Tujuan. i E
2) Mengembangkan tata  {G16 : Perdamaaian, |CG 1: Peningkatan Prioritas 2. Peningkatan dan

pemenuhan akses Pendidikan

3) Membangun Indonesia
dari pinggiran dengan
memperkuat dasrah-
daerah dan desa dalam
kerangka hegara kesatuan

Gl : Tanpa
Kemiskinan

G2 : Tanpa Kelaparan
G3 : Kehidupan Schat
dan Scjahtera

Grd : Pendidikan
Berkualitas

(5 1 Kesetaraan
Gender

(36 : Air Bersih dan
Sanitasi Layai

(G7 : Energl Bersih dan
Terjangkau

G& : Pckerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Elkonomi

G9 : industri, Inovasi
dan Infrasruktur

(10 : Berlcurangnya
Kesenjangan

(+11 : Kota dan
Parmuldman
Berkelanjutan

Cr 51 Peningkatan
Unfrastrkmar,
Pengembangan
Wilayah, Mitigasi
Hencana dan
Pelestarian
Lingkungan Hidup
Mendukung Daya
Saing Perekonomian

7

vang baik dan berwawasan
lingltungan

3. Pembangunan mfrastecukbar

4) Memperkuat kehadiran
Negara dalam melakukan
reformasi sistem dan
penegakan hulkum yang
bebas korupsi,
hermartabal,

(G16 : Perdamaaian,
Keadilan,
Kelembagaan yang

dan

Tangguh

CG 1: Peningkatan
Kehidupan
Reragama,
Pencgakan Hukum,
IPenguatan Tata
Kelola Pemerintahan
vang Bailk (Good
Governance),
Peiavanan Publik
dan Partisipesi
Masyarakat dalam
Pembangunan

Prioritas 2. Peningkatan dan
pemenuhan akses Pendidikan

i



5) Mer.)ingk:.{tkim kualitas
thidup manusia Indonesia

Berkualitas

FGS : Keseraraan
i

Gender

Gl -:.“.'-Fanpa
Kemiskinan
G2 : Tanpa kelaparan
3 : Kehidupan Sehat
iian Sejahtera

G4 : Pendidikan

(b : Air Bersih dan
Sanitasi Layak

lcGg2: I\'I(iﬁiﬁéiﬁﬁikﬂﬂ
Alzsesibilitas dan
Mutu Pendidikan

CG 3 Meningkatkan
Aksesibilitas dan

Pelavanan Kesehatan

CG 5 : Peningkatan

Penguasaan Iimu

Pengetahuan,

Penerapan Teknologi,
Inovasi dan

Kreatifitas Dasrah

Prioritas 1 : Peningkatan
kesempatan kerja dan
!

berasaha melalui penyediaan

lapangan keorja

\Prioritas 2 : Peningkatan dan
pemenuhan akses Pendidikan

Prioritas 4 : Penyediaan
layanan kesehatan yang
berkualitas.

3} 1
produktivitas rakyat dan
[
Internazsional

eningkatkan

aya saing d pasar

Gl : Tanpa
Kemiskinan

G2 : Tanpa Kelaparan
(3 : Kehidupan Sehat
dnn Sejahtera

G4 : Pendidikan
Berkualitas

(35 : Kesetaraan
Gender

G0 @ Air Bersih
Sanitasi Layak
G7 : Energi Bersih
dan Terjangkau

dan

ICG 4 : Peningkatan

Penguasaan lmu
Pengetahuan,

Penerapan Tekneologi,
Inovas: dan
Kreatifitas Daera

CG 8 @ Peningkatan
Produksi,
“roduktifitas dan

Daya Saing Produk
Pertanian, Kelautan
dan Perikanan

Prioritas 3. Peningkatan

nilai tammbahb ekonomi melalui
pengembangan mdustri dan
Dariwisata

Prioritas 4. Peningkatan
interkoneksi pusai-pusat
pertumbuhan dan
infrastrulktur wilavah

pendukung keglatan ekonomi

7) Mewujudkan
kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis
ckonomi domestik

G1 Tanpa Kemiskinan
G2 Tanpa Kelaparan
3 Kehidupan Sehat |
dan Sejahtera

(34 Pendidikan
HPerkualitas

G8 Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Ekonomi

GY Industri, Inovasi
dan Intrasrulctar
G12 Konsumsi dan
Produlesi

i

rkelanjutan
Berkelanjutan

CG:3
Mengembanglkan
Infrastruktur

i
Wilayah, Energi dan
Alr Baku

CG : 4 Meningkatkan

Ekonomi Pertanian

CG : 6 Meningkatkan

h:engclolaan
Sumberdaya Alam,
lingkungan hidup dan|
lcebencanaan

Prioritas 2. Peningkatan dan
ipemenuhan akses Pendidikan
H

lkesehatan yang berkualitas

sektor agraris dan pariwisata

Prioritas 4. Penyediaan layanan

Peningkatan daya saing melalui

8} Melakukan revoelusi
lkarakter bangsa

Permukiman

(3 : Kehidupan Sehat
dan Sejahtera

34 Pendidikan
Berlualitas

G1l: Kota dan ;

Berkelanjutan

CG 2 : Meningkatkan
Aksesibilitas dan
NMutu Pendidikan

Prioritas 2. Peningkatan dan
pemenuhan akses Pendidikan

9} Memperteguh
liebhinekaan dan
memperkual restorasi
sosial Indonesia. Masing-
masing agenda dijabarkan
menurut prioritas-prioritas)
vang dilengkapi dengan
uraian sasaran, arah
kebijakan dan strategi.

iG16 : Perdamaian,

Tangguh

(G5 : Kesetaraan

Gernder

G 10 : Berkurangnya
Kesenjangan

Keadilan, dan
Kelembagaan vang

(17 : Kemitraan
unruk
Mencapai Tujuan

CGO: Mendukuﬁg
dan Mendorong
Kebijakan Nasional di
Daerah

Sumber: Buku Konvergensi

Agenda Pembangunan.

Prioritas 2 Peningkatan dan
pemenuhan akses Pendidiican
Prioritas

Pembangunan infrastruktur
vang baik dan berwawasan
lingkungan;

Neawa Cita, RPJMN, dar SDGs, RPJMD, RKPD 20109,



1.3 SDG’s Menyempurnakan MDG’s

TPB/S3DGs juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan
MDG’s, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri Inovasi dan Infrastruktur;
Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan
Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian,
Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya,
maka MDG’s memiliki 67 indikator, sementara TPB/SDG’s telah
bertransformasi menjadi 241 Indikator. Meski menghadapi tantangan sebagai
negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di
dunia, serta dengan budaya dan kondisi geografis beragam, Indonesia
termasuk salah satu negara yang berhasil mencapai hampir semua indikator
MDG’s dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya. 49 dari 67 indikator MDG’s
telah berhasil dicapai Indonesia pada akhir tahun 2015. Tujuh indikator
utama yang telah dicapai dalam MDG’s tersebut meliputi: 1) kemiskinan
dengan ukuran USD 1,00/Kapita per hari, 2) akses pendidikan dasar, 3}
kesetaraan gender dalam pendidikan, 4) angka kematian bavi dan balita, 5)
pengendalian penyakit tuberkulosis (TB) dan malaria, 6) akses terhadap air

bersih dan sanitasi perkotaan, dan 7) permukiman kumuh perkotaan.

Sementara itu, terdapat enam indikator MDG’s yang belum dapat
dicapai pada akhir tahun 2015 yaitu: 1) kemiskinan berdasarkan garis
kemiskinan nasional, 2} angka kematian ibu, 3) prevelansi HIV dan AIDS, 4
tutupan lahan, 5) air minum layak perdesaan, dan 6) sanitasi layak
perdesaan. Pencapaian MDG’s inilah vang diteruskan oleh Pemerintah

Indonesia dalam pelaksanaan SDG's.
1.4 Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDG’s

1TPB/SDG’s merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial,
ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan
pada satu dimensi pembangunan memeriukan keterlibatan aktif dari dimensi

pembangunan lainnya.

TPB/SDG’s juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan
internasicnal dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDG’s
menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upay
penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi
manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas,
Prinsip ini dikenal dengan istilah "No One Left Behind' atau “Tidak ada
seorangpun yang Tertinggal”. Untuk melaksanakan TPB/SDG’s, Indonesia
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menjalankan prinsip inklusit dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang
terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan
Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada

kelompok rentan dan kaum disabilitas.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait.
Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk
menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan
alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan
hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring TPB/SDG's,
Organisasi masvarakat sipil dan media berperan uvntuk mendiseminasikan
dan melakukan advokasi tentang TPR/SDG’s, membangun kesadaran
masvarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannva serta turut serta
dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk
melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis,
memiasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas
masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar
dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri
Dharma Perguruan Tinggi yvaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian

masyarakat.

TPB/SDG’s tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga cara
pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi
kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta
ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping
itu, sumber pembiayaan TPB/SDG’s tidak hanya bertumpu pada anggaran
pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan
sumber-sumber lain yvang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

Dengan  memperhatikan seluruh  prinsip-prinsip  pelaksanaan
TPB/SDG’s di atas, Provinsi Sumatera Utara mengikuti semangat nasional
vang menjadikan SDG’s sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai
masyarakat yvang lebih sejahtera. Penyusunan RAD SDG’s ini juga telah
melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada proses
penyusunan dan dokumen Matriks Rencana Aksi baik yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non-Pemerintah.



1.5 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDG’s

Indonesia tidak hanva berkomitmen melaksanakan, namun bertekad
menjadi pelopor (pioneer) dan teladan (role model} dunia pelaksanaan
TPB/SDG’s dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil,
damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan
kebijakan bebas dan aktif di kancah dunia. Hal ini mengingat bahwa
pelaksanaan pencapaian TPB/SDG’s tidak hanya sangat penting bagi
masyarakat Sumatera Utara yang terefleksi dari sinergitas antara Nawacita
dengan SDG’s, namun juga merupakan wujud kontribusi Sumatera Utara

bagi komunitas global.

Komitmen pelaksanaan SDG’s di Indonesia diwujudkan dengan
ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tanggal 04 Juli 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Sebagai wujud implementasi di daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut telah disusun Tim Koordinasi
Pelaksanaan SDG’s Provinsi Sumatera Utara vang terdiri dari Tim Pengarah,
Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja. Tim Pengarah diketuai oleh Gubernur,
Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Tim Pokja dibagi berdasarkan pilar
pembangunan SDG’s yang diketuai oleh Kepala Bidang dan Sekretaris

lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip inklusif SDG’s, Tim Koordinasi
SDCG’s Provinsi Sumatera Utara disusun dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan yang meliputi unsur pemerintah, pelaku usaha,
filantropi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan media. Sedangkan
untuk membantu tugas dan fungsi Tim Koordinasi SDG’s Provinsi Sumatera
Utara dibentuk Sekretariat SDG’s melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda

Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Pembiayaan TPB/SDG’s

Sebagai daerah yang berkomitmen kuat menjalankan SDG'’s, Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara berupaya semaksimal mungkin mengakomodir
berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDG’s, baik
yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif
(innovative financing). Adapun sumber sumber pombiayaan terscbut berasal

dari :

te]



1.6.1 Optimalisasi Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah yang berasal dari pajak, pendapatan bukan
pajak, hibah (grant), retribusi daerah, transfer pemerintah pusat
(DBH pajak dan bukan pajak), dan lainnya akan terus
dieptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu, bahkan menjadi
salah satu indikator SDG’s pada Goals 17 untuk memastikan
sarana pelaksanaan SDG’s (means of implementation). Optimalisasi
pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan

Provinsi Sumatera Utara.
1.6.2 Sumber Pembiayaan Non-Pemerintah

Kedermawanan masyarakat Indonesia sangatlah tinggi, bahkan
survei Gallup menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara
dengan masyarakat kedua paling dermawan di dunia setelah
Myanmar. Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukan
perkembangan yang ditunjukan dengan makin banyak institusi
yang bertujuan menclong sesama, baik berbasis keagamaan dan
keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infag,
Shadagah, Perpuluhan, Kolekte dan Dana Punia, mempunyai
potensi yang sangat besar. Dari Zakat saja diperkirakan
potensinya sekitar Rp 213 triliun/tahun namun baru tergalang

kurang dari 2 persen, belum bila ditambahkan yang lainnva.

1.6.3 Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah

Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiavaan
SDG’s misalnya melalui PINA {(Pembiayaan Investasi Non-Anggaran
Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha),
pembiayaan melalui pasar modal {(mis: Kehati Index) & pasar uang
(green bond), pembiayaan berkelanjutan melalui Lerabaga
Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dli), mekanisme debt swap
to SDG’s, mekanisme impact investing, crowd financing, serta
pembiayaan inovatif melalui blended finance (Pemerintah, Swasta,
Filantropi), dimana salah satu skema pembiayaan yang dapat

ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU.

1.7 Metode Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDG’s
Tahapan penyusunan RAD TPB/SDG’s Provinsi Sumatera Utara vang

‘ . s op
melibatkan seluruh aktor pembangunan di Provinsi Sumatera Utara
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dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Sidang Pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penyvusunan

RAD TPB/SDGC’s terbagi dalam dua kali sidang dipimpin oleh Ketua
Tim Pelaksana. Sidang pertama melibatkan seluruh perangkat
daerah dan Kabupaten/Kota dengan isu TPB/SDG’s. Sidang pleno
kedua melibatkan pihak non-pemerintah yang terdiri dari filantropi
dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi, serta
media. Sidang pleno kedua ini menekankan keterlibatan aktif dari
pihak non-pemerintah dalam penyusunan RAD serta turut
berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan yang
tertuang pada aksi-aksi untuk memastikan penerapan prinsip

inklusif.

Tahap berikutnya adalah penyelenggaraan beberapa seri pertemuan
di masing-masing pokja dan sub pokja setiap twjuan untuk
membahas pengisian matriks RAD. Matriks terdiri dari matriks
bagian 1 yang merupakan matrik utama yang berisi target tahunan
sefiap indikator, matriks bagian 2 yang berisi program dan kegiatan
daerah serta matriks bagian 3 merupakan program dan kegiatan
non-pemerintah. Dalam proses penyusunan matriks non-
pemerintah, beberapa diskusi intensif dan workshop antara
BAPPEDA, selaku koordinator pelaksana TPB/SDG’s dengan pihak-
pihak non-pemerintah dilakukan untuk memastikan program dan
kegiatan non-pemerintahl vang sesuai untuk pencapaian suatu

indikator dapat secara tepat tertuang pada matriks bagian 3.

Selanjutnya, masing-masing sub kelompok kerja (Pokja) setiap
Tujuan juga melakukan pembahasan terkait analisa situasi,
permasalahan, dan tantangan dari hasil yang sudah ada saat ini
dengan di dukung oleh data dasar (baseling] secara runtun waktu
{series) selama sepuluh tahun atau sesuai dengan ketersediaan data.
Pokja dan sub pokja juga melakukan pembahasan kebijakan, target,
program, kegiatan dan indikator output terkait vang telah dicapai

dan ditargetkan hingga 2023.

Proses sangat penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan
prinsip inklusit dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah
melalui sistem daring (eonline] lewat laman (website) dan surat
elektronik {email). Melalui sistem ini, Tim Pelaksana TPB/SDG’s
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mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi daiam
penyusunan RAD. Proses ini dilakukan untuk mengetahui sejauhb
mana telah ada kesesuaian antara indikator RPJMD Provinsi
Sumatera Utara dengan indikator global SDQ’s. Ilasil pemetaan
menunjukkan terdapat 54,85% indikator SDG’s yang sudah diadopsi
(matched) ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Dan
terdapat 45,15% tersisa indikator SDG's global yang sama sekali
tidak terdapat pada indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan
perlu untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi indikator RPJMD

Provinsi Sumatera Utara ke depan (will be developed).
1.7.1 Penyusunan Indikator SD(’s Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan indikator SDG’s Sumatera Utara merujuk pada
indikator nasional dan menjadikan metadata indikator nasional sebagai
referens] untuk menentukan indikator daerah. Adapun teknis penentuan
indikator Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan metode sebagai

berikut:

a. ldentifikasi indikator nasional yang disagregasi datanya secaras
geografis/wilayah administrasi ada di tingkat Provinsi.

b, Meskipun tidak ditemukan disagregasi data pada tingkat provinsi,
perlu ditelaah kembali pada konsep dan definisi operasionalnya.
Jika konteksnya merupakan bagian dari agenda pembangunan
daerah, maka indikator tersebut dipertimbangkan untuk diambil
sebagai daftar usuian indikator daerah.

c.  Dari list disagregat data di tingkat provinsi dan kesesuaian konsep
dan definisi operasionalnya dengan konteks daerah, lalu langkah
selanjutnya yang diambil oleh Provinsi Sumatera Utara dalam
menentukan indikator SDG’s daerah dengan menggunakan 3 (tiga)
kriteria:

1. Lingkup administrasi data merupakan bagian dari wilayah
Provinsi;

2. Kesesuaian dengan kondisi/karakteristik daerah Provinsi; dan

w

Kemungkinan penyediaan data indikator di tingkat Provinsi.

1.8 Sistematika Rencana Aksi Daerah

Dokumen Rencana Aksi Daerah {RAD) TPB/SDG’s Provinsi Sumatera
Utara terdiri atas lima bagian, sebagai berikut :

Bab Pertama tentang pendahuluan menjelaskan mengenai keselarasan
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SDG’s dengan misi RPIMD Provinsi Sumatera Utara, bagaimana SDG’s
menyempurnakan MDG’s dan juga komitmen Indonesia dalam melaksanakan
SDG’s. Bab satu ini menjabarkan pula platform partisipatif dalam
pelaksanaan TPB/SDG’s di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan perannya
masing-masing dan pembiayaan SDG’s serta potensi pembiayvaan lainnya.
Proses penyusuan RAD juga menjadi satu bagian penting yvang dibahas di

bab pertama.

Bab Kedua menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan,
dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk beberapa indikator utama dari
setiap Tujuan. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar {(baseline) dan
capaian hingga tahun 2017 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target,
program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDG’s hingga
tahun 2023.

Bab Ketiga merupakan bab yang menunjukkan arah kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terdapat pada RPJMD
2019-2023 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDG’s. Berdasarkan pada
arah kebijjakan ini maka pemerintah menetapkan program-program
pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
vang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis
(Renstra) OPD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap
tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program non-
pemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di

lampiran RAD ini.

Bab Keempat menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi
dan pelaperan, umpan balik dan tanggung jawab masing-masing platform
partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDG’s 2019-2023 ini. Bab ini
berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan
non-pemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan
bagi pihak non-pemerintah dilakukan berdasarkan self-assessment. Kedua
mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga
menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator

TPB/SDG’s Provinsi Sumatera Utara.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan

TPB/SDG’s serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD.
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Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD
TPB/SDG’s khususnya untuk keterlibatan non-pemerintah yang tertuang

pada program dan kegiatan.
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BAB I
KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN
PELAKSANAAN SDG’s

2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun
1. Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi

a. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Sumatera Utara

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional {(Susenas) yang dilaksanakan pada
bulan September 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di
Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.201.990 jiwa atau sebesar 8.94 persen
terhadap total penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlal dan
persentase penduduk miskin di Sumatera Utara memperlihatkan perubahan
yang cukup signifikan dimana kondisi September 2017 jumlah penduduk
miskin sebanyak 1.326.570 jiwa atau scbesar 9.28 persen. Sebagaimana

terlihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Tahun 2014 - 2018

f Tahun | Jumiah {ribu jiwa) ' Persentase {%)
Sept 2014 | 1.360,60 . 9,85

Sept 2015 - 1.508,14 _ 10,79

Sept 2016 1.452,55 10,27 _
 Sept 2017  1.326,57 9,28
L Sept 2018 1.291,99 894

Sumber : Berila Resmi Statistik, BPS 2019

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, persentase penduduk
miskin Sumatera Utara lebih baik dibandingkan capaian Nasional yaitu pada
tahun 2017 capaian Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara sebesar
9,28 persen sementara Nasional sebesar 10,12 persen. Demikian juga dengan
kondisi 2018, capaian provinsi Sumatera Utara juga lebih bagus dari
nasional dimana provinsi Sumatera Utara sebesar 8,94 persen dan nasional

sebesar 9,66, dan sama-sama mengalami penurunan.



Gambar 2.1
Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Terhadap
Nasional Tahun 2014 - 2018

| 57 ogs 8 1078 g fhf07 2101 L f
0 I < % Sumatera Utara
| ? & Indonesia

2014 2015 2016 2017 2018

Sumber : BPS Sumatera Utara 2018

Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk menentukan
miskin atau tidaknya sesecrang. Penduduk miskin adalah mereka vang
memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis
kemiskinan. Pada September 2017 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar
Rp. 423.696,- per Kkapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis
kemiskinannya sebesar Rp. 438.894,- per kapita per bulan, dan untuk
daerah perdesaan sebesar Rp. 407.157,- per kapita per bulan. Sejak tahun
2014 sampai dengan tahun 2018, perkembangan garis kemiskinan

ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2014-2018

Tahun Perkotaan ___g'?'_’g_rdesaian Kota + Desa
| Sept2014 | 349.372 312.493 330.663
 Sept2015 | 379.898 352.637 366.137
Sept 2016  413.835 | 388707 | 401.832
| Sept 2017 438.894 | 407.157 423,696 |
~ Sept 2018 465790 | 435.492  451.673

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2019
b. Konsumsi Penduduk Miskin Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Pada tahun 2018 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Tingkat
Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Garis Kemiskinan

Kabupaten /Kota dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini ;

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Tingkat Kemiskinan, Indeks
Kedalaman Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Tahun 2018

[ Jumlab | _ | Indeks | Indeks Garig
1 s .| Perseniase ” i T
No Kals i Kota | Penduduk | Pendudik I}edalaman Kepara}:tm | Kemiskinan
e | Miskin (dim miskin Kemiskina Kemiskina | (Rp/Kap
_E o i ribuan jiwaj ! S 1 n /Bin)
1 | Nias | 2261 | 1637 | 245 0,55 | 353.141
2 | Mandailing Natal | 42.39 958 | 148 0,33 336.820 |
|3 | TapanuliSelatan | 2563 | 9,10 120 | o082 | 343407 |
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Jumnilah P Thdeks Indels Garis
& H ersentase . e o s e
i o Penduduk 2 Kedalaman | Keparahan Kemiskinan
Na Kab/Kota T Pendudul | 75 535 6 5 i
Miskin {dlm Syt : Kemiskina | Kemiskina @ (Rp/Kap !
SR miskin i o '
! - ribuan jiwa) | n n _/Blm) |
4 | Tapanuli Tengah 48.53 13,17 1,56 0,40 369.471 i
5 | Tapanul Utara 29.20 9,75 1,08 0,16 357.464 |
6| Joba Samosir L1582 867 | 125 0,31 352.464 |
7 | Labuhan Batu 41.70 8,61 { 1,01 0,20 352.860 |
& | Asahan 74.14 10,25 1,51 0,33 315.420
g | Simalungun 80.30 9,31 1,59 0,41 342.477
10 | Dairi 23.19 | 8,20 1,77 0,54 325.176
| 11 | Kero | 35.36 867 0,95 0,22 437.702
| 12 | Deli Serdang | 88.52 4,13 0,60 0,14 381.173
| 13 | Langkat 105.45 10,20 1,68 0,41 | 382.53
14 | Nias Sclatan ; 52.76 16,65 ; 2,49 0,66 | 261.104
15, | i pmbang | 1693 | 900 | 100 022 | 329.189
. Hasundutan . i :
16 | Pakpak Bharat 4.66 9,74 1,54 0,42 283.258 |
17 | Samosir 16.81 ' 13,38 1,70 0,35 299.640
18 | Serdang Bedagai 50.49 8,22 1,1 0,22 361.623 |
| 19 | Batu Bara 51.78 12,58 2,22 0,57 381.651 |
5 | r@deng Lawas 26.82 10,06 1,41 0,32 321.076
Utara
21 | Padang Lawas 23.05 8,41 1,07 0,23 310.56%
[ Labuhan Baw ) 2 i
P3| e - 33.14 10,00 1,42 0,32 355.517
Selaran . I
gy | Shen i 36.45 10,12 1,73 0,40 | 395.696
E'} Larﬂ - rrveiina _' - —— e
24 | Nias Utara 36.33 | 26,56 5,10 1,40 383.552
25 | Nias Barat 23.00 i 26,72 ; 36 €,97 | 3864051
26 Kota Sibolga 10.81 i 12,38 | .23 0,56 415.478
T s T |
g7 | Kofa Tanjnug 25.30 14,64 | 225 0,49 | 397.647
{ota Pemata: !
pg | Kota Pematang 22,01 | 8,70 1,69 | 0,53 474,084
Siantar s i )
| :
29 | Kota Tebing Tinggi 16.64 ; 10,27 1,91 ! 0,51 426 469
30 | Kota Medan 186.45 | 8,25 1,50 | 0,39 548.420 |
31 | Kota Binjai 16.07 5,88 6,72 . 0,18 380.792 |
ag |Kota 1 4579 7,69 1,41 0,37 363.468
Padangsidimpuan | . I -
33 | Kota Gunungsitoli |  25.91 18,44 | 240 0,50 327.303
‘rovinst Sumatera Utara : 1.291,99 8,94 1,56 0,41 , 451.673

Sumiber ; BPS Provinsi Sumatera Utura, 2018

c. Pengeluaran Konsumsi 20% Terbawah

Kedalaman Kemiskinan (P1} merupakan ukuran rata-rata kesenjangan

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik

(BPS}, nilai dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ini dapat digunakan

untuk menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat

target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak

adanya biava transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai indeks

kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana

pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk

1
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miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata
pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis
kemiskinan. Sedang Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks
yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di
antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2), maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara

penduduk miskin.

Pada Tahun 2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Sumatera Utara
sebesar 1,50 pein (BPS Sumatera Utara 2019) dengan jumlah penduduk pada
desil 1 sebanyak 1,33 Juta Jiwa. Pada Tahun 2018 Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P!} di Sumatera Utara dibanding Tahun 2017 turun menjadi
1,46 poin (BPS Sumatera Utara 2019). Kondisi ini mengindikasikan bahwa
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh dari
garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga

cenderung meluas.

2. Sistem Dan Upaya Perlindungan Sosial

Sistem perlindungan sosial di sini diartikan sebagai sebuah sistem vang
berkelanjutan yang memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara
melalui seperangkat instrumen publik, terhadap kesulitan ekonomi dan
sosial yang berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar warga
negara baik disebabkan karena terhentinya, turunnya, atau tidak
mencukupinya penghasilan, sakit, hamil, kecelakaan, cacat, hari tua,
kematian, bencana alam maupun kerusuhan sosial.

a. Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang

Kesehatan dilaksanakan melalui BPJS, yang terdiri atas

peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok yaitu:

(1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan
bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan
UU SJSN yang iurannya dibayar pemerintah sebagai peserta program
Jaminan Keschatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan
oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah; dan (2}
bukan PBI jaminan kesehatan. Pada akhir tahun pelaksanaan
MDGS, proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang
Kesehatan peserta PBI pada Tahun 2017 sebesar 68,63 persen,
meningkat menjadi 73,42 persen pada Tahun 2018 {Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara, 2019).
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b. Jumlah rumah tangga vang mendapatkan bantuan tunai
bersyarat/Program Keluarga Harapan, pada Tahun 2017 sebesar
315.687 jiwa, meningkat menjadi 447.791 jiwa pada Tahun 2018
(Kementrian Sosial RI, 2017).

¢. Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, pelaksanaan
sistern jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia secara umum
meliputi penyelenggaraan program-program Jamsostek, T aspen,
Askes, dan Asabri. Penyelenggaraan program Jamsostek didasarkan
pada UUJ No 3 Tahun 1992, program Taspen didasarkan pada PP No
25 Tahun 1981, program Askes didasarkan pada PP No 69 Tahun
1991, program Asabri didasarkan pada PP No 67 Tahun 1991,
sedangkan program Pensiun didasarkan pada UU No 6 Tahun 1966,
Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia berbasis kepesertaan,
vang dapat dibedakan atas kepesertaan pekeria sektor swasta,
pegawai negeri sipil (PNS), dan anggota TNIl/Pclri. Proporsi peserta
Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Sumatera Utara
pada Tahun 2016 mencapai 29,5 persen dan pada Tahun 2017
meningkat menjadi 30 persen (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
2018).

3. Akses Terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Kelompok 40%
Terbawah.

a. Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan.

Akses pelayanan kesehatan di Sumatera Utara ditunjukkan oleh
peningkatan kualitas layanan kesehatan serta perluasan akses pelayanan
kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat yang
keberhasilannya ditunjukan oleh: (1) Angka Harapan Hidup (AHH} dari
sebesar 68,33 tahun pada Tahun 2016 menjadi 68,37 pada Tahun 2017
selanjutnya meningkat menjadi 68,61 tahun pada Tahun 2018 (Sumatera
Utara Dalam Angka, 2019), (2) Jumlah Kematian Bayi mengalami penurunan
vang cukup signifikan, pada tahun 2014 Jumlah Kematian Bayi di Provinsi
Sumatera Utara sebanyak 1.078 orang terus mengalami penurunan hingga
tahun 2015 sebanyak 874 orang, mengalami peningkatan pada tahun 2016
sebesar 1.069 orang dan sedikit penurunan pada tahun 2017 sebanyak
1.066 orang dan menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 869 orang, {3)
Pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Pada
tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia {(IPM) Sumatera Utara mencapai

71,18. Angka ini meningkat sebesar 0,61 poin atau tumbuh sebesar 0,86
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persen dibandingkan tahun 2017.

Pada aspek aksesibilitas kesehatan bagi persalinan dilakukan dengan
melengkapi puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
(PONED)} vang telah berhasil meningkatkan peserta keluarga berencana (KRB)
aktif pada Tahun 2018 sebanyak 1.698.6250 peserta dari pasangan usia
subur (PUS) sebanyak 2.394.236 keluarga atau contraceptive prevalency rate
(CPR} Sumatera Utara pada Tahun 2018 sebesar 54 persen (BPS Sumatera
Utara, 2018). Kondisi ini menurun dari Tahun 2017 yang mencapai CPR
sebesar 58,9 persen yaitu sebanyak 1.708.879 peserta KB aktif dari PUS

sebanyak 2.406.087 keluarga.

Dalam  pelaksanaan kegiatan pembangunan keschatan, periu
keterlibatan peran serta masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek
pembangunan kesehatan. Berbagai upaya dapat dilakukan dengan
memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat, seperti
penggalangan dana, pemanfaatan sumber daya manusia serta pemanfaatan
sumber daya alam termasuk teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan.
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang digambarkan
dalam Profil Kesehatan ini meliputi Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu),
Polindes (Pondok Bersalin Desa), Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), Posbindu
{Pos Pembinaan Terpadu) dan Desa Siaga. Posyandu adalah salah satu UKBM
yang menyelenggarakan minimal 5 (lima) program prioritas, vaitu Kesehatan
fbu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB}, perbaikan gizi, imunisasi dan
penanggulangan diare. Disamping menggambarkan tingkat kemandirian dan
peran serta masyarakat, posyandu juga menggambarkan kepedulian
(perilaku) masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memelihara
kesehatan. Dalam penyelenggaraan posyandu, peran aktif ada di masyarakat,
sedangkan petugas kesehatan dan aparat desa/kelurahan hanya bertindak
sebagal fasilitator dan pelaksana kegiatan kesehatan/medis. Untuk
memantau perkembangannya, Posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata,
vaitu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Terdapat empat kriteria yang
digunakan dalam penggolongan Posyandu, yaitu jumlah kader, frekuensi
kegiatan selama setahun, pencapaian kegiatan, dan adanya program
tambahan selain program dasar. Suatu posyandu disebut mandiri (strata
tertinggl) bila kadernya berjumlah 5 orang dan aktif, frekuensi kegiatan 12
kali/tahun {ada kegiatan setiap bulannya), cakupan 5 program dasar >50%,
ada program tambahan dan ada dana sehat/dana bersumber dari swadaya

masvarakat.
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Poskesdes {Pos Kesehatan Desa) adalah salah satu bentuk peran serta
masyarakat dalam bidang kesehatan, dimana petugas kesehatan dan
masyarakat (melalui kader kesehatan), bekerja sama mengelola masalah
kesehatan dan menanggulanginya dengan memanfaatkan potensi vang ada
sebelum dirujuk faskes ke tingkat yang lebih tinggi. Poskesdes menjadi salah
satu kriteria untuk menetapkan desa siaga. Setiap desa siaga diharuskan
mempunyai minimal 1 poskesdes di wilayahnya. Tenaga Poskesdes terdiri
dari minimal 1 (satu) bidan dan 2 (dua) orang kader. Pada tahun 2017
jumlah poskesdes di Sumatera Utara adalah 2.810 buah, mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan jumlah poskesdes pada tahun 2016
yaitu sebanyak 3.006 buah. Jumlah poskesdes pada tahun 2015 sebanvak
3.153 buah dan pada tahun 2014 sebanyak 3.121 buah. Pos pembinaan
terpadu (Posbindu) merupakan salah satu strategi penting pemerintah untuk
mengendalikan trend penyakit tidak menular (PTM) yang meliputi jantung,
hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes dan lainnya. Sasaran dari
Posbindu ini adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Sampai dengan tahun
2017, jumlah Posbindu di Provinsi Sumatera Utara mencapai 1.839 buah.
Tiga kabupaten/kota dengan jumlah posbindu terbanyak secara herturut-
turut adalah Mandailing Natal sebanyak 494 buah, Deli Serdang sehanyak

172 buah dan Toba Samosir sebanyak 135 buah.

Gambar 2.2
Jumlah Posbindu Per Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

oo

¥
¥

Sumber : Profil Kesehatan Kabupalen/ Kota Tahun 2017
Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber
daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi
masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan
secara lebih mandiri. Jumlah desa siaga di Provinsi Sumatera Utara pada

tahun 2017 adalah sebanyak 3.690, mengalami penurunan jumlah
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ibandingkan tahun 2016 yaitu sebanyvak 4.103 unit.

b. Aksesibilitas Penduduk Terhadap Kebutuhan Dasar Perumaharn.

Akscsibilitas penduduk Sumatera Utara terhadap kebutuhan

dasar perumahan ditunjukan oleh capaian :

a. Cakupan layanan akses sumber air minum yang layak meningkat
dari Tahun 2015 sebesar 79,57 persen menjadi 87,01 persen Tahun
2016 selanjutnya meningkat menjadi 88,07 persen pada Tahun 2017
dan 88,51 persen pada Tahun 2018, kondisi ini lebih tinggi dari
capaian nasional sebesar 62,75% pada tahun 2017 (Susenas BPS

Provinsi Sumatera Utara, 2018).

b. Cakupan pelayanan air limbah domestik meningkat dari 67,18
persen pada akhir pelaksanaan MDG’s Tahun 2015 menjadi 72,56
persen pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 menjadi 74,60.
Capaian tersebut dilakukan melalui kegiatan Bantuan Keuangan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sabermas) ke Kabupaten/Kota vang
merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

(Susenas, BPS Provinsi Sumatera Utara, 2018);

¢ Rasio Elektrifikasi rumah di Sumatera Utara pada Tahun 2015
mencapai 91,08 persen meningkat menjadi 93,29 pada tahun 2016,
meningkat terus menjadi 96,72 persen pada Tahun 2017 dan pada
Tahun 2018 mencapai 99,99 persen. Dalam pengertian bahwa Rasio
Elektrifikasi Sumatera Utara pada kondisi yang baik, artinya hampir
seluruh penduduk Sumatera Utara telah mendapatkan aliran listrik.
Namun dengan demikian rasio elektrifikasi ini diatas belum cukup,
yvang artinya untuk beberapa daerah belum mendapatkan
pemenuhan kebutuhan dasar listrik. Daerah ini berada pada daerah
yang belum terjangkau, sehingga masih perlu pembangkit listrik
untuk memenuhi kebutuhan dasar akan listrik. Selain itu
pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi kebutuhan akan listrik
dimaksud. (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Sumatera Utara, 2018).

Ketiga indikator aksesibilitas kebutuhan perumahan tersebut
menunjukkan kecenderungan yang positif. Meskipun demikian, terdapat
permasalahan jika ditinjau dari aspek kewilayahan, karena masih terjadi
kesenjangan aksesibilitas kebutuhan dasar perumahan antar provinsi dan
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antar wilayah perkotaaan dan perdesaan. Indonesia sampai dengan saat ini
masih dihadapkan pada pemenuhan pemerataan aksesibilitas perumahan

yang layak antar wilayah.

d. Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan. Angka
Partisipasi Murni (APM} menunjukkan seberapa banyak penduduk
usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan
sesuai pada jenjang pendidikannva, jika APM = 100, berarti seluruh
anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu yang menunjukikan
akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Pada akhir
pelaksanaan MDG’s Sumatera Utara APM SD/MIi/sederajat pada
tahun 2015 mencapai 100 persen dan tidak mengalami penurunan
sampai tahun 2017, Pada jenjang SMP/MTs/sederajat Tahun 2015
APM telah mencapai 100% sampai tahun 2017. Pada jenjang
SMA/MA/sederajat Tahun 2015 APM mencapai 65,51 persen, pada
Tahun 2016 naik menjadi 67,92 persen dan pada Tahun 2017
mencapai 68,54 persen (Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,
2018).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berupaya untuk
meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan
angka melanjutkan dari jenjang SMP/MTS ke SMA/MA, dan meningkatkan
angka partisipasi murni (APM). Untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan
dilaksanakan melalaui: Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan
Menengah Universal (PMU) sebagai dana pendamping Bantuan Operasional
Sekolah (BOS); Pembangunan ruang kelas baru bagi SMA/MA/SMK Negeri,
Swasta dan Unit Sekolah Baru (USB); Peningkatan kualitas tenaga
kependidikan Pendataan di setiap sekolah bagi siswa yang putus sekolah;
dan sosialisasi kepada orang tua siswa dan komite sekolah tentang

pentingnya pendidikan.

2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang

Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
1. Menghilangkan Kelaparan.

a. Prevalensi  Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of

Undernourishment).

Kecukupan pangan diukur melalui Pola Pangan Harapan (PPH) atau
Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang

didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada

2
23



tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen
untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk
menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan
mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi
pangan masyarakat. Dengan pendekatan PPH, keadaan perencanaan
penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat
memenuhi  kecukupan gizi (Nutritional Adequacy), tetapi sekaligus
mempertimbangkan keseimbangan gizi (Nutritional Balance) yang didukung
oleh cita rasa (Palatability), daya cerna (Digestability), daya terima
masyarakat {Acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli

(Affordability).

Berdasarkan Tahun 2014, Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi
Sumatera Utara mencapai 84,8 persen. Begitupun pada Tahun 2015 terjadi
peningkatan nilai PPH di Provinsi Sumatera Utara menjadi 85,2 persen dan
83,7 persen pada Tahun 2016 walaupun peningkatannya tidak begitu
signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain daya beli
masyarakatl yang mengalami penurunan, berkurangnya jumlah konsumsi energi
per kelompok pangan, dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap asupan
konsumsi energi yang baik kurang. Sedangkan pada Tahun 2017, nilai PPH di
Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 88,5

persen dan Tahun 2018 sebesar 89,1 persen.

b. Proporsi Pennduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400

Kkal/ Kapita/Hari

Pada kelompok penduduk termiskin, proporsi penduduk dengan asupan
kalori di bawah tingkat gizi minimum di Sumatera Utara pada Tahun 2017
masih tinggi yaitu 12,62 persen, kondisi ini lebih baik dibanding rata-rata
nasicnal yang mencapai 14,65 persen (Kementrian Kesehatan RI, 2016).
Konsumsi masyarakat Sumatera Utara secara keseluruhan pada Tahun 2016
mencapai 1.999,99 kkal per kapita per hari atau berada di bawah standar
nasional (2.150 kkal untuk kalori dan 37 gram untuk protein). Namun
demikian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 2.133,84 kkal per kapita per
hari dan konsumsi protein mencapai 63,38 gram per kapita per hari atau

berada di atas standar nasional (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2018},

¢. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat,

berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumst Pangan {Prevalence of
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Undernourishment], pada Tahun 2017 sebesar 8,26 persen, meningkat

menjadi 7,95 persen pada Tahun 2018 (Sumatera Utara Dalam Angka, 2018).
2. Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi.
a. Prevalensi Kekurangan Gizi {Underweight) Pada Anak Balita

Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, merupakan
salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi individu atau masyarakat,
dan karenanya merupakan issue fundamental dalam kesehatan masyarakat.
Status gizi pada balita dapat berpengaruh terhadap beberapa aspek. Gizi
kurang pada balita, membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan fisik
maupun mental, vang selanjutnya akan menghambat prestasi belajar. Akibat
lainnya adalah penurunan daya tahan, menyebabkan hilangnya masa hidup
sehat balita, serta dampak yang lebih serius adalah timbulnva kecacatan,

tingginya angka kesakitan dan percepatan kematian.

Prevalensi balita gizi buruk dan kurang di Sumatera Utara pada tahun
2017 sebesar 18,2% yang terdiri dari 5,2% gizi buruk dan 13% gizi kurang.
Angka 1ni lebih tinggi 5,0% dibandingkan dengan angka provinsi tahun 2016
{13,2%). Dengan angka sebesar 18,2%, prevalensi gizi kurang dan gizi buruk
di Sumatera Utara masih termasuk dalam kategori medium {standar WHO; 5-
9% rendah, 10-19% medium, 20-39% tinggi, >40% sangat tinggi}. Di sisi lain,
prevalensi gizi lebih mengalami peningkatan sebesar 0,2% dari 1,7% pada
tahun 2016 menjadi 1,9% di tahun 2017. Bila dilihat berdasarkan
kabupaten/kota, maka prevalensi gizi buruk dan gizi kurang tertinggi
dijumpai di Kabupaten Nias Barat (sebesar 36,8%), Kabupaten Nias (sebesar
33,9%) dan Kabupaten Nias Utara (sebesar 28.,4%). Adapun kabupaten/kota
dengan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang terendah adalah Kota Medan
{(sebesar 6%}, Kabupaten Pakpak Bharat (sebesar 11,7%) dan Kabupaten Deli
Serdang (sebesar 12,5%). Untuk lebih jelasnya berikut disajikan hasil PSG
terkait prevalensi status gizi balita per kabupaten/kota di Sumatera Utara

tahun 2017 {Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2017).
b. Prevalensi anemia pada ibu hamil.

Masalah yang sering dialami ibu hamil adalah anemia yaitu kadar
hemoglobin {Hb} dalam darah kurang dari 10 gr/dL, sementara itu, kadar
hemoglobin yvang kurang dari 6 gr/dL disebut anemia gravis. Untuk wanita
hamil, jumiah normal hemoglobin adalah 12-15 gr/dL dengan hematokrit 35-
54%. Apabila ibu hamil menderita anemia, risiko vang dapat terjadi adalah
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keguguran (abortus), kelahiran prematur, proses persalinan vang lama, dan
tenaga yang berkurang. Setelah kelahiran, ibu pun dapat mengalami

perdarahan dan shock karena lemahnya kontraksi rahim.

Salah satu ypaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi arnemnia
adalah dengan cara pemberian tablet besi {Fe} sebanyak Y0 tablet selama
masa kehamilan. Persentase cakupan ibu hamil vang mendapat 90 tablet
besi di Sumatera Utara tahun 2017 adalah sebesar 75,85%, meningkat
dibandingkan tahun 2016 (73,31%). Dengan persentase cakupan tersebut,
maka cakupan pemberian tablet besi dalam masa kehamilan belum mampu
mencapal target nasional yang ditetapkan sebesar 80%. {Profil Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2018).

P

c. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan AS]

eksklusif,

Kewajiban untuk memberikan AS! Eksklusif tercantum pada pasal 6
Peraturan Pemerintah (PP} nomor 33/2012 tentang Pemberian AS] Eksklusif
vang ditetapkan pada 1 Maret 2012, yang berisi bahwa "Setiap ibu vang
melahirkan  harus memberikan ASI Eksklusif kepada bavi vang
dilahirkannya" (Kementrian Kesehatan, 2016). ASI Eksklusif perlu diberikan
selama 6 bulan karena pada masa itu bayi belum memiliki enzim pencernaan
yang sempurna untuk mencerna makanan atau minuman lain. Terlebih
semua jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh bavi sudah bisa dipenuhi dari ASL

Pada Tahun 2016 persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang
mendapatkan ASI eksklusif di Sumatera Utara mencapai 29,6 persen, dan
terjadi peningkatan pada Tahun 2017 yang mencapai 41,32 persen (Profil

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2017).

Tiga kondisi tersebut menyebabkan :

a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah
lima tahun/balita di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016
cukup tinggi yaitu 24,4 persen (BPS 2018), pada tahun 2017 terjadi

peningkatan sebesar 4 persen pada tahun 2017 menjadi 28,4 persen;

=

Prevalerisi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia
kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe pada Tahun 2016 sebesar 12
persen naik 13,5 persen pada Tahun 2017 (Profil Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara, 2017).



























































































































































































































































































































Ekosistem Lautan Pilar Pembangunan Lingkungan Rencana Aksi Daerah

(RAD) TPB/SDG’s Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (matriks

terlampir).
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